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A. Latar Belakang

Di Indonesia, sebagai negara Muslim terbesar di dunia, telah
muncul kebutuhan akan adanya bank yang melakukan kegiatannya
berdasarkan prinsip syariah. Disamping bank syariah, terdapat jenis
lembaga keuangan mikro lain yang memiliki misi yang sejenis dan
beroperasi berdasarkan syari’ah. Dalam konteks Islam lembaga keuangan
mikro ini tampil dalam bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah Lembaga
Keuangan Mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, dengan
menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat
derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin,
ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh masyarakat
setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam:
keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian dan kesejahteraan.
Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan
penyaluran dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi yang
dijalankan berdasarkan syariat Isfam

Umat Islam hendaknya menyadari bahwa Islam memiliki khasanah
figh mu'amalah yang sangat kaya dan luas, di antaranya adalalp prinsi
mudharabah, musyarakah, murabahah, kafalah dan ijarah. Prinsip tersebut
dapat diaplikasikan dalam suatu bentuk lembaga keuangan Islam, dan
salah satu dari lembaga keuangan yang memberlakukan operasional
murabahah yang terdapat didalamnya adalah Koperasi Jasa Keuangan
Syariah (KJKS). KJKS pada dasarnya merupakan pengembangan dari
konsep ekonomi Islam terutama dalam bidang keuangan. KIJKS sebagai

lembaga keuangan mempunyai peranan mempertemukan antara pihak
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yang mempunyai kelebihan damsurplus of funds) dengan pihak yang
mengalami kekurangan darladk of funds). Pentingnya peranan lembaga
keuangan sebagai salah satu pilar ekonomi dapat dilihat dari berbagai
kebijakan pengucuran dana pinjaman usaha dari berbagai usaha. Efisiensi
usaha lembaga keuangan akan berpengaruh terhadap efisiensi dan
efektifitas kegiatan ekonomi dan dunia ugaha

Secara kelembagaan KJKS adalah usaha ekonomi rakyat kecil
yang beranggotakan orang-orang atau suatu badan hukum berdasarkan
prinsip syariah dan prinsip koperasi. Karena KJKS berkedudukan sebagai
badan hukum koperasi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2012 menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
tentang koperasi, tetapi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 telah
dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana putusan Nomor:
28/PUU-X1/2013. Untuk mencegah kevakuman hukum tentang
perkoprasian, maka dinyatakan berlakunya kembali Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1992

BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang beroprasi
berdasarkan prinsip syariah yang memiliki fungsi untuk memberdayakan
ekonomi umat, dan memiliki fungsi sosial dengan turut pula sebagai
institusi yang mengelola dana zakat, infaq, dan sedekah sehingga institusi
BMT memiliki peran yang penting dalam memberdayakan ekonomi umat.

BMT sebagai lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran
masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial, bahkan Agama
Semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun
sebuah sistem keuangan yang lebih adil dan yang lebih penting mampu
menjangkau lapisan pengusaha yang terkecil sekalipun peran BMT dalam
menumbuhkembangkan usaha mikro dan kecil dilingkungannya

merupakan sumbangan yang sangat berarti bagi pembangunan nasional.
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Bank yang diharapkan mampu menjadi perantara keuangan tehaygta
mampu bermain pada level menengah keatas. Sementara lembaga
keuangan non formal yang notabene mampu menjangkau pengusaha
mikro, tidak mampu meningkatkan kapitalisasi usaha kecil. Maka BMT
diharapkan tidak terjebak pada dua kutub ekonomi yang berlawanan
tersebut.

BMT tidak digerakkan dengan motif laba semata, tetapi juga motif
sosial. Karena beroprasi dengan pola syariah, sudah tentu mekanisme
kontrolnya tidak saja dari aspek ekonomi saja atau kontrol dari laai tet
Agama atau Agidah menjadi faktor pengontrol dari dalam yang lebih
dominarf.

Selain mengembangkan produk bagi hasil, dan jual beli, lembaga
keuangan syari’ah juga mengembangkan produk sewa atau operational
lease. Sebagai lembaga keuangan pada umumnya tidak akan menyimpan
barang dengan tujuan semata-mata untuk menyewakan secara terus
menerus, melainkan sekedar mencarikan barang sesuai dengan kebutuhan
nasabahnya. Bank tidak akan berhajat akan barang yang disewakan, teta
lebih berhajat pada perputaran dananya. Oleh karenanya, akdd ijara
dikembangkan kedalam bentuk akad ljarah Muntahiyya Bittamlik
(IMBT).®

BMT Amanah kudus termasuk salah satu lembaga keuangan
syariah di Indonesia yang juga menerapkan pembiayaan ijarah nyaftahi
bittamlik dalam memenuhi kebutuhan akan barang-barang konsumtif dan
menjadi solusi pendanaan untuk masyarakat setempat. Sebagian besar
penduduk yang berada di kudus yang mayoritas penduduknya berprofesi
sebagai buruh pabrik dan pedagang, banyak yang membutuhkan dana
untuk memenuhi kebutuhan produksi dan usahanya.

Adapun akad yang dilakukan dalam bank syariah ataupun lembaga

keuangan syariah memiliki konsekuedsniawi danukhrawi karena akad
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yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Nasabah sering kali berani
melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan bila hukum
itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tetapi tidak demikian bila

perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingaemnil giyamah

nanti. Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barakg, pela

transaksi, maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad.

Al-ljarah berasal dari katal-ajru yang berartial-’iwadhu (ganti).
ijarah secara bahasa berarti upah, sewa, jasa atau imbalah adalah
akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah
sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu
sendiri® Selanjutnya katat-tamlik berarti menjadikan orang lain memiliki
sesuatu. Dari seqi istilaft-tamlik adalah kepemilikan seseorang terhadap
suatu benda, kepemilikan terhadap manfaat baik yang diperoleh dengan
adanya pergantian atau tidak. Berdasarkan penjelasan diatas defialsi
muntahiya bittamlik (persewaan yang diakhiri dengan pemindahan
kepemilikan) adalah kepemilikan suatu manfaat (jasa) berupa baagg
jelas dalam tempo waktu yang jelas. Maka ini yang disebut persewaan
yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan

ljarah dalam perbankan dikenal dengaperational lease, yaitu
kontrak sewa antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa, dimana
pihak penyewa harus membayar sewa sesuai dengan perjanjiangddan pa
saat jatuh tempoasset yang disewa harus dikembalikan kepada pihak
yang menyewakan. Biaya pemeliharaan atsst yang menjadi objek
sewa menjadi tanggungan pihak yang menyewakan.

Pemilik aset tetap (objek sewa) adalah lembaga keuangan yang
bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan asset tetap yanwgkdise
selama masa sewa. Aset yang disewakan tetap menjadi milbag¢em
keuangan. Pada saat perjanjian sewa berakhir, maka pihak yang

menyewakan aset tetap akan mengambil kembali objek sewa dan dapat
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menyewakan kembali kepada pihak lain atau memperpanjang sewa lagi
dengan perjanjian batu

Berdasarkan Fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/111/2002, disebutkan
bahwa pihak yang melakukan transaksi pembiayaan IMBT harus
melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Dengan demikian, pada akad
IMBT, juga berlaku semua rukun dan syarat transaksi ijarah. Adaach
perjanjian IMBT harus disepakati ketika akad ijarah ditandatangani.
Selanjutnya pelaksanaan akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual
beli atau pemberian hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah’selesai

Berikut tersaji tabel jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan
ljarah Muntahiyah Bittamlik di BMT Amanah kudus dalam tiga periode
dari Tahun 2013-2015*:

Tabe 1.1
Jumlah Mitra IMBT Periode 2013-2015

Tahun | Jumlah Mitra IMBT Persentase (%)
2013 120 27.27

2014 155 35.23

2015 165 37.50

Total 440 100

Sumber: Data BMT Amanah Kudus

Konsep ijarah muntahiyah bittamlik sudah mengalami
perkembangan dalam bentuk sewa yang diakhiri dengan hak pemilikan
atas barang. Begitu juga akad ijarah muntahiyah bittamlik yaagpada
BMT Amanah Kudus. Hal ini dari jumlah nasabah pembiayaan ijarah
muntahiyah bittamlik dari tahun ketahun mengalami peningkatan. ljarah
muntahiya bittamlik ini merupakan perpaduan antara kontrak jual-beli dan

sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan pemilikan
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barang dari penyewa, sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang
membedakan dengan ijarah biasa yaitu dengan cara jual beli dan hibah.

Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas utama dalam
pengawasan BMT terutama yang berkaitan dengan sistem syarnigh ya
dijalankannya. Landasan kerja dewan ini berdasarkan Fatwa Dewan
Syariah Nasional (DSN). Fatwa Dewan Syariah Nasional ladal&um-
hukum Allah SWT yang diterangkan oleh dewan yang dibentuk oleh
Majelis Ulama Indonesia untuk menangani masalah-masalah yang
berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Namun pada
kenyataannya, tidak semua lembaga keuangan syariah menjalankan
usahanya sesuai dengan teori yang ditetapkan dalam hukum Islam.

Penerapan ljarah Muntahiya Bittamlik di BMT Amanah Kudus
berkaitan dengan hak dan kewajiban pemberi sewa, yang membebankan
penyewa atas biaya pemeliharaan yang bersifat magerg gitimbulkan
karena pemakaian dan penggunaan obyek IMBT oleh penyewa
(Musta’jir). Hal tersebut dapat merusak akad IMBT yang telah
dilaksanakan oleh kedua belah pihak dan bertentangan dengan Fatwa
Dewan Syariah Nasional tentang ljarah Muntahiya Bittamlik @agi
ketiga kewajiban LKS), bahwa seluruh biaya atas obyek yang akan
disewakan kepada nasabah adalah kewajiban dari pemberi sewa dalam hal
ini BMT Amanah Kudus. Seharusnya nasabah tidak dapat dimintali
pertanggungjawaban atas kerusakan barang sewa (barang sewa menjadi
tidak bermanfaat, dll) sepanjang kerusakan tersebut bukan karena
pelanggaran perjanjian dan kelalaian nasabah dalam menjagaiyakia
bertanggungjawab atas kerusakan tersebut. Nasabah hanya menanggung
biaya yang sifatnya ringan (tidak materill). Terkait dengan ipéanan
objek sewa BMT Amanah tidak menerbitkan akad baru dalam pemindahan
seharusnya setelah berakhirnya masa sewa BMT Amanah membuatkan
akad baru yaitu akad pemindahan.

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi pertanyaan sekarang

adalah bagaimana penerapan akad ijarah muntahiyah bittamlik pada



produk pembiayaan sewa mengapa penerapannya tidak sesuai dengan
ketentuan Fatwa DSN Nomor: 27/DSN-MUI/II/2002 yang telah
ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Untuk menjawab pertanyaan
tersebut maka penulis menganggap penting untuk melakukan penelitian
mengenai hal tersebut di BMT Amanah Kudus. Untuk itu penulis
bermaksud mengadakan penelitian dengandulju “ANALISIS
PENERAPAN AKAD IJARAH MUNTAHIYAH BITTAMLIK
BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR:
27/DSNMUI/II1/2002 (STUDI KASUS DI BMT AMANAH KUDUS)”.

. Fokus Penélitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang di jelaskan di ates, ma
yang menjadi fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui serta
membuktikan apakah BMT Amanah Kudus sudah menjalankan peraturan
sesuai dengan Fatwa DSN Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002. Selain itu,
sudah benarkah penerapan yang diterapkan di BMT Amanah Kudus dalam
melakukan pembiayaan tersebut dengan demikian akan diperoleh
keabsahan mengenai penerapan dan Fatwa DSN Nomor: 27/DSN-
MUI/III/2002 tentang penerapan Akad ljarah Muntahiyah Bittamlik di
BMT Amanah Kudus.

. Rumusan Masalah
Sesuai dengan apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah di
atas, maka permasalahan yang ingin dianalisis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad ljarah Muntahiyah Bittamlik Pada
Pembiayaan sewa di BMT Amanah Kudus ?

2. Bagaimana Penerapan akad ljarah Muntahiyah Bittamlik Pada
Pembiayaan sewa di BMT Amanah Kudus tidak sesuai dengan Fatwa
DSN MUI Nomor: 27/DSN-MUI/I11/2002 ?

3. Apakah Faktor-faktor yang menyebabkan BMT Amanah Kudus tidak
menerapakan Fatwa DSN MUI Nomor: 27/DSN-MUI/111/2002 ?



D. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan penerapan akad ljarah Muntahiyah Bittamlik pada
pembiayaan sewa di BMT Amanah Kudus.

2. Untuk menjelaskan ketidaksesuaian penerapan akad ljarah Muntahiyah
Bittamlik pada pembiayaan sewa yang dijalankan di BMT Amanah
Kudus dengan Fatwa DSN Nomor: 27/DSN-MUI/I11/2002.

3. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan BMT Amanah
Kudus tidak menerapkan Fatwa DSN Nomor: 27/DSN-MUI/111/2002.

E. Manfaat Penelitian
Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah:
1. Secara Teoritis
Secara teoritis penelitian ini ditujukan sebagai sarana untuk
mengembangkan pengetahuan dan teori yang diperoleh di perguruan
tinggi guna disajikan sebagai bahan studi ilmiah dalam rangka
penelitian lebih lanjut terutama yang berkaitan dengan perbankan
syariah. Serta memberikan kontribusi bagi pengembangan dan
pengayaan kurikulum hukum bisnis (Ekonomi Islam) khususnya
mengenai perbankan syariah.
2. Secara Praktis
Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menambah wawasan
iimu pengetahuan mengenai akad ijarah muntahiya bittamlik pada
produk pembiayaan sewa di BMT Amanah Kudus. Selain itu, dapat
dijadikan sebagai salah satu masukan dalam rangka pengembangan
pengelolaan bagi BMT Amanah Kudus yang telah menerapkan.

F. Sistematika Penelitian
Berdasarkan pembahasan dan perumusan masalah di atas, maka
konsep sistem yang telah disusun ini dibagi menjadi lima bab. Adapun

sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:



BAB | PENDAHULUAN.
Pada Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, fokus
penelitian, rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan
sistematika penulisan.

BAB Il KAJIAN PUSTAKA
Pada Bab ini membahas landasan teori, pada bab ini akan dijabarkan
mengenai pengertian ljarah dan ljarah Muntahiyah Bittamlik, rukun dan
syarat ljarah Muntahia Bittamlik, landasan hukum, bentuk-bentuk IMBT
perbedaan ijarah dengaeasing, peraturan DSN MUI tentang ljarah dan
IMBT, pembiayaan IMBT, dan pembiayaan akad IMBT berakhir.

BAB Il METODE PENELITIAN
Pada Bab ini menjelaskan mengenai metode yang penulis gunakan dalam
pengumpulan data maupun metode untuk merancang sistem yang
dilakukan dalam penelitian ini meliputi: jenis penelitian, pendekatan
penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengujian
keabsahan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada Bab ini disajikan hasil pembahasan tentang Penerapan Akad ljarah
Muntahia Bittamlik, kesesuaian akad berdasarkan Fatwa DSN Nomor:
27/DSN-MUI/II/2002 di BMT Amanah Kudus dan faktor-faktor tidak
menerapkan Fatwa DSN Nomor: 27/DSN-MUI/111/2002.

BAB V PENUTUP.
Pada Bab ini merupakan penutup yang terdiri dari Simpulan dari hasil
pembahasan, keterbatasan penelitian, saran-saran dan penutup. Bab ini

berfungsi memberikan inti dari uraian yang di uraian.



